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SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Plh

’/%‘E&/E S :/'
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,
tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya
disebut sebagai “Pemohon”;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN
TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11

April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari

dengan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 11 April 2017, telah

mengajukan hal-hal yang pada pokonya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (Kuipan Akta Nikah Nomor:
0059/002/IV/2016 tanggal 06 Juni 2016 );

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN TANAH LAUT

selama lebih kurang 2 bulan, sesudah akad nikah sampai pisah;.
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3. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa adapun alasan keinginan Pemohon untuk berpisah dengan
Termohon disebabkan pada bulan Agustus 2016 Pemohon Pergi
meninggalkan Termohon, karena setelah habis pernikahan Pemohon
merasa bahwa Termohon tidak pernah sama sekali memperhatikan ataupun
memperdulikan Pemohon, layaknya sebagai seorang suaminya, Termohon
hanya diam saat diajak bicara, dan bahkan menyiapkan untuk makan pun
termohon tidak pernah, malah orangtua Termohon sendri yang menyiapkan,
dan juga Termohon tidak mau diajak untuk tidur satu ranjang bersama
Pemohon, hal itu membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati dengan
sikap Termohon yang tidak mencerminkan layaknya sebagai seorang istri
dan akhirnya Pemohon memilih memutuskan untuk bercerai dengan
Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah;

5. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah
selama lebih kurang 8 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak
itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul
lagi hingga sekarang sudah lebih kurang kurang lebih 8 lamanya.

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata
Termohon melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Pelaihari Cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:
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Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah
datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak
datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakillkuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari
Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.PIh tanggal 27 April
2017 dan tanggal 16 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan
Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk
bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0059/002/V/2016 Tanggal 06 Juni
2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN
TANAH LAUT (P.1);

2. Fotokopi E - Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301060107850015
tanggal 02 Desember 2012 (P.2);

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat
menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal
di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah kakak ipar Pemohon;

— Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juni 2016;
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— Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH LAUT;

— Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan setelah
pernikahan tidak rukun karena Pemohon merasa tidak diperdulikan oleh
Termohon karena mereka dijodohkan dan Termohon juga tidak mau
diajak tidur berdua dengan Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan;

— Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak
bercerai, namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin

bercerai;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di
KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah sepupu Pemohon;

— Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juni 2016;

— Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH LAUT;

— Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan setelah
pernikahan tidak rukun karena Pemohon merasa tidak diperdulikan oleh
Termohon karena mereka dijodohkan dan Termohon juga tidak mau
diajak tidur berdua dengan Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan;

— Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak
bercerai, namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin
bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu
apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk
menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada

berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon yang tidak dibantah
oleh Termohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Pelaihari, sehingga berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga bukti P.2 tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa poto
kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh
Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285
R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan
terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah
terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk
mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara
lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan
dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal
sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah
dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak hadiran Termohon

tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga harus
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dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus

diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat di
muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga
Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu
sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang
dapat disimpulkan sebagai berikut :

e Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2016 dan belum dikaruniai keturunan;

e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan setelah
pernikahan tidak rukun karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi
karena perjodohan sehingga Pemohon tidak diperdulikan oleh Termohon
dan Termohon juga tidak mau diajak tidur berdua dengan Pemohon;

¢ Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan;

e Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas ternyata telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat, bahwa apabila dalam satu rumah tangga antara suami istri in
casu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, kemudian akibat
ketidakharmonisan tersebut, antara keduanya pisah tempat tinggal hingga
sekarang selama 8 bulan, dan selama pisah tersebut Termohon tidak ada
keinginan untuk rukun kembali, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan
tersebut telah pecah (broken marriage), telah hilang rasa cinta dan rasa saling
menyayangi antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan

rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana
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maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah
dan salah satu pihak menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara
hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan,
karena justru mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berpendapat bahwa karena Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir,
dan karena permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon tersebut beralasan serta terbukti menurut hukum, maka
sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan
Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan salinan penetapan
terjadinya talak, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon
dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al
Ghany, S.H.l., M.SIl. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari
sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.HI. dan Rashif Imany, S.H.l., M.SI.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd, ttd,
Ita Qonita, S.HI. Fattahurridlo Al Ghany, S.H.l., M.SI.
Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
Proses : Rp 50.000,00
Panggilan : Rp 330.000,00
Redaksi : Rp 5.000,00

Materai . Rp__ 6.000,00 .
Jumlah Rp 421.000,00

o M 0N
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